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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pembatalan
putusan homologasi debitor pailit koperasi ditinjau dari SEMA No. 1 Tahun 2022
dan bagaimana upaya penyelesaian kasus Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst bagi para kreditor pasca adanya SEMA No. 1 Tahun
2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah UU K-PKPU dapat
memberikan perlindungan yang seimbang kepada semua pihak. Namun pasca
adanya SEMA No. 1 Tahun 2022 menjadi membatasi legal standing dalam
mengajukan pembatalan homologasi terhadap debitor koperasi, mengingat SEMA
Nomor 1 Tahun 2022 memiliki kedudukan yang cukup penting dikarenakan dapat
mempengaruhi proses upaya hukum kepailitan terhadap koperasi dan pihak-pihak
yang terlibat dalam proses tersebut seperti halnya para kreditor. Oleh karenanya,
kedepannya seharusnya ada Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan
secara jelas kedudukan dan fungsi SEMA dan perlunya ada ketentuan dan kepastian
hukum terkait penyelesaian permasalahan kepailitan maupun PKPU terhadap
koperasi di Indonesia.

Kata kunci : Koperasi, Homologasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
dan Kepailitan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Koperasi berfungsi sebagai lembaga keuangan, dengan fasilitas simpan
pinjam, dan melakukan berbagai bisnis, seperti pasar swalayan dan properti.
Koperasi besar seperti Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-
SB), yang memiliki puluhan ribu anggota dan tidak menunjukkan hasil audit
keuangan dan asetnya, sering kali menghindari keterbukaan, seperti halnya
ketika disampaikan dalam rapat tahunan. KSP-SB menghadapi masalah
likuiditas, yang memengaruhi kemampuan KSP-SB (debitor) untuk
beroperasi dan memenuhi kewajiban finansialnya. KSP-SB tidak dapat
membayar gaji karyawan, pajak, dan utang kepada kreditor karena posisi
likuiditasnya yang buruk.

Kemudian kasus dimulai dengan KSP-SB mengeluarkan sertifikat
simpanan berjangka dengan klausula dana simpanan dapat dicairkan dan hasil
akan dibayarkan kepada anggota koperasi pada saat jatuh tempo. Selain itu,
beberapa Anggota KSP-SB (kreditor konkuren) memiliki sertifikat yang
sudah jatuh tempo ternyata tidak dapat mengambil dana simpanan dan bagi
hasil sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Pihak Anggota KSP-SB sudah
berkali-kali mendatangi kantor KSP-SB, dan melakukan upaya surat
peringatan/somasi baik lisan maupun tertulis. Hasil akhir jawaban dari pihak
Pengurus KSP-SB menyatakan bahwa pencairan dana dan bagi hasil tidak

dapat dilaksanakan, karena tidak tersedianya dana pada kas. Guna melindungi



kepentingannya, beberapa Anggota KSP-SB (kreditor konkuren)
memutuskan utuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan
harapan adanya proses penyelesaian win-win solution.

Pengajuan Permohonan PKPU tersebut merupakan alternatif bagi para
kreditor dalam memperoleh kembali piutangnya yakni melalui Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat. Dengan proses kepailitan akan ditempuh penyelesaian
utang melalui eksekusi massal terhadap harta debitor yang hasilnya akan
dibagikan kepada kreditornya, akan tetapi dalam proses ini debitor secara
yuridis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan utang melalui upaya
permohonan PKPU. Jika dalam tempo (waktu) penundaan tersebut debitor
gagal mencapai perdamaian atau perdamaian dibatalkan, maka berlakukan
ketentuan pailit atas debitor.!

Tercapainya perdamaian pada saat proses PKPU yang telah disahkan,
berlaku untuk semua kreditor dengan hasil pengunduran pembayaran. Majelis
Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengesahkan perjanjian
perdamaian untuk kasus KSP-SB, yang merupakan persetujuan antara debitor
dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan, yang juga dikenal sebagai
homologasi. Debitor yang hanya berjanji tetapi tidak melakukannya sangat

sulit untuk memastikan bahwa tindak lanjut homologasi tetap berlangsung.

! Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya

Mencegah Kepailitan, Ctk. Pertama, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 59.



Selain itu, kondisi likuiditas yang buruk berdampak pada ketidakmampuan
debitor untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU),
PKPU dapat diajukan oleh kreditor namun rencana perdamaian sehubungan
dengan pengajuan Permohonan PKPU itu hanya dapat diajukan oleh Debitor
dalam hal ini KSP-SB. Hal itu dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 222
ayat (2) jo ayat (3) UU K-PKPU.? Kemudian perdamaian dalam PKPU diatur
dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UU K-
PKPU. Pasal 265 menjelaskan bahwa setelah debitor mengajukan PKPU
debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor.’

Koperasi yang tidak dapat melaksanakan proposal perdamaian
sebagaimana mestinya, seperti bunyi pasal 170 ayat 1 UU K-PKPU
menyatakan bahwa "Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian
vang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian
tersebut.” UU K-PKPU hendaknya dapat memberikan perlindungan yang
seimbang kepada kreditor serta debitor, diharapkan kreditor mendapatkan
pembayaran utang-utangnya dari debitor dengan mudah dan mendapatkan
akses terhadap harta benda debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu

membayar utang-utangnya, tanpa merugikan pihak-pihak lainnya. Hal

2

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Ctk.
Pertama, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 455.

3

Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta

Penerapan Hukumnya, Ctk. Pertama, Prenadamedia, Jakarta, 2018. hlm. 295.



tersebut berbenturan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan (SEMA No. 1 Tahun 2022) yang menjadi hambatan bagi kreditor
dalam mengajukan pembatalan perdamaian (homologasi). Oleh karena itu
kreditor sekarang tidak dapat menegakan keadilan hanya dengan
menyerahkan semua keputusan dalam hal ini kepada Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat. Permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk meneliti
ini. Minimnya kepastian hukum para korban yaitu anggota koperasi dalam

memperjuangkan hak-haknya.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pembatalan putusan homologasi debitor pailit koperasi
ditinjau dari SEMA No. 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst bagi para kreditor dengan adanya SEMA

No. 1 Tahun 2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pembatalan putusan homologasi
debitor pailit koperasi ditinjau dari SEMA No. 1 Tahun 2022.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian kasus Putusan Nomor
238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst bagi para kreditor dengan

adanya SEMA No. 1 Tahun 2022.



D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai pembatalan putusan
homologasi debitor pailit koperasi ditinjau dari SEMA No. 1 Tahun 2022 dan
penyelesaian kasus Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt
Pst bagi para kreditor dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2022, yang penulis
harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai gambaran
hukum yang ideal secara teoritis berkaitan dengan pengambilan
keputusan untuk berinvestasi pada koperasi agar mengutamakan aspek

kehati-hatian guna mencegah terjadinya kerugian.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis
bagi para praktisi hukum, anggota koperasi, pengurus koperasi maupun

masyarakat pada umumnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sudikno Mertukusumo, asas kepastian hukum merupakan
sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang
baik. Asas kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum
dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat



menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan
yang harus ditaati.* Asas kepastian hukum, juga dikenal sebagai asas pacta
sunt servanda, berkaitan dengan akibat perjanjian di mana hakim atau pihak
ketiga harus menghormati isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh
para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang, dan mereka tidak boleh
melakukan intervensi. Asas ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW
menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang”.

Rencana perdamaian atau homologasi dapat dikatakan telah memiliki
kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak apabila telah disahkan oleh
pengadilan niaga, kemudian akibat hukum dari homologasi terhadap para
pihak yakni: pertama, rencana perdamaian yang telah disepakati oleh para
pihak dengan atau tanpa adanya perubahan dan mengikat para pihak baik
debitor maupun para kreditor setelah disahkan oleh pengadilan niaga; kedua,
perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para
pemegang saham debitor yang merupakan salah satu organ perusahaan.
Dikarenakan UU K-PKPU bersifat lex spesialis, sehingga untuk menjamin
kepastian hukum khususnya kepastian pembayaran bagi para pihak
berdasarkan perjanjian homologasi maka tidaklah dapat dilakukan perubahan
terhadap ketentuan perjanjian tersebut.

Pengajuan PKPU bertujuan agar debitor dapat mengajukan rencana

perdamaian seperti halnya tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya

Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.33.



terhadap utang kepada para kreditor. Apabila permohonan pernyataan pailit
dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan
PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Permohonan PKPU yang diajukan
setelah adanya permohonan pernyataan pailit, harus diajukan pada sidang
pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.> Selama berlangsungnya
proses PKPU, debitor tidak dapat untuk dimohonkan permohonan pailit.
Upaya perdamaian merupakan salah satu proses yang harus ditempuh dalam
upaya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terlebih lagi
dalam PKPU tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran
utang jika debitor dan para kreditor tidak bersungguh-sungguh dalam

melaksanakan perdamaian sesuai dengan UU K-PKPU.¢

1. Perdamaian dalam PKPU

Perdamaian berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata memiliki
pengertian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Sedangkan
perdamaian dalam PKPU tertuang dalam Pasal 265 sampai Pasal 294 UU
K-PKPU. Dalam Pasal 265 UU K-PKPU dijelaskan bahwa setelah
debitor mengajukan PKPU, debitor berhak untuk menawarkan suatu
rencana perdamaian kepada para kreditor. Agar rencana perdamaian
tersebut dapat diterima oleh para kreditor, debitor harus menyusun

rencana perdamaian sedemikian rupa sebelum mengajukan rencana

5

Lihat pada ketentuan Pasal 229 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
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perdamaian. Dikarenakan rencana perdamaian yang layak dan
menguntungkan bagi para kreditor-lah yang akan diterima oleh para
kreditor.” Kemudian Munir Fuady dalam bukunya menyatakan bahwa
terdapat 7 (tujuh) upaya restrukturisasi utang, yakni: pertama,
Moratorium yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh
tempo; kedua, haircut yang merupakan pemotongan pokok pinjaman dan
bunga; ketiga, pengurangan tingkat suku bunga; keempat, perpanjangan
jangka waktu pelunasan; kelima, konversi utang kepada saham; keenam,
debt forgiveness atau biasa disebut pembebasan utang; dan ketujuh,

write-off yakni penghapusbukuan utang-utang.®

. Homologasi dalam PKPU

Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh 2 (satu perdua)
jumlah kreditor yang hadir dalam agenda rapat kreditor dan yang haknya
diakui serta mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh
piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut, hal ini dapat
diartikan rencana perdamaian dalam PKPU diterima oleh pengadilan
niaga. Sedangkan, setelah rencana perdamaian diterima harus-lah
mendapatkan pengesahan (homologasi) dari pengadilan niaga agar

memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

3. Akibat Hukum Homologasi bagi Para Pihak

7
8

Ibid. hlm. 379.
Ibid. him. 200.



Penjanjian perdamaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
(inkracht) dan mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari
disahkannya perjanjian perdamaian oleh pengadilan niaga terhadap para
pihak yakni: rencana perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak
baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu
disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut
mengikat baik debitor atau para kreditor; sedangkan perdamaian yang
disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham
debitor yang merupakan salah satu organ perusahaan. Sedangkan dalam
UU K-PKPU tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa rencana
perdamaian harus memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang
saham, namun tercapainya suatu perdamaian atau konsekuensi
ditolaknya perdamaian tentu akan mempengaruhi para pemegang saham.
Rencana perdamaian yang ditolak oleh pengadilan niaga mengakibatkan
debitor langsung dinyatakan pailit dan segala aset yang dimiliki akan
segera dilikuidasi. Tidak hanya itu, perubahan terhadap kinerja
perusahaan akibat dari ditolak atau diterimanya suatu rencana

perdamaian juga akan mempengaruhi pemegang saham.’

F. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat

penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan

9

Ibid. hlm. 407.



penelitian penulis. Namun, penelitian ini mempunyai permasalahan yang

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya

tersebut dapat penulis uraikan dengan tabel sebagai berikut:

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

1. | Dampak Dari Debitor Memiliki Fokus pada
Yang Tidak persamaan pembatalan
Menjalankan Putusan | terhadap kajian putusan
Homologasi Putusan homologasi debitor
(Hardiyanto, 2023) Homologasi pailit koperasi

ditinjau dari SEMA
No. 1 Tahun 2022

2. | Analisis Homologasi Memiliki Fokus pada
dalam Penundaan persamaan pembatalan
Kewajiban terhadap kajian putusan
Pembayaran Utang analisis homologasi | homologasi debitor
Sebagai Upaya dalam Penundaan | pailit koperasi
Pengembalian Dana Kewajiban ditinjau dari SEMA
Anggota Koperasi Pembayaran Utang | No. 1 Tahun 2022
Simpan Pinjam
(Pambudi, 2021)

3. | Analisis Normatif Memiliki Fokus pada
Putusan Homologasi persamaan permasalahan
Atas Pengesahan Akta | terhadap obyek dengan subyek
Perdamaian Dalam kajian yakni hukum yakni
Perkara Penundaan Putusan Koperasi Simpan
Kewajiban Homologasi atas Pinjam Sejahtera
Pembayaran Utang Di | pengesahan akta Bersama (KSB)
Koperasi Simpan perdamaian dalam
Pinjam Intidana perkara Penundaan
(Putusan Pengadilan Kewajiban
Niaga No. 10/Pdt.Sus- Pembayaran Utang
PKPU/2015/PN. Niaga | di Koperasi
Smg) (Kusumastutik, Simpan Pinjam
2016) Intidana

4. | Analisis Yuridis Memiliki Fokus pada
Pembatalan persamaan pembatalan
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Perdamaian dalam
Penundaan Kewajiban

terhadap obyek
kajian yakni terkait

putusan
homologasi debitor

Pembayaran Utang pembatalan pailit koperasi
(PKPU) (Studi Kasus homologasi ditinjau dari SEMA
Putusan Nomor: No. 1 Tahun 2022
376K/Pdt.Sus-

Pailit/2017 dan Putusan

Nomor: 794K/Pdt.Sus-

Pailit/2016) (Melissa,

2019)

Perlindungan Nasabah | Memiliki Fokus pada
Lembaga Keuangan persamaan pembatalan
Non-Bank Menurut UU | terhadap subyek putusan

P2SK (Studi Kasus kajian yakni homologasi debitor
KSP Sejahtera Koperasi Simpan pailit koperasi

Bersama) (Firdaus,
2024)

Pinjam Sejahtera
Bersama (KSP-SB)

ditinjau dari SEMA
No. 1 Tahun 2022

Force Majeure Dalam
Pelaksanaan Perjanjian
Sebagai Upaya
Preventif Permohonan
Pailit Secara Premature
(Studi Kasus Putusan
Nomor 24/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN Niaga
Sby) (Alifadina, 2023)

Memiliki
persamaan yakni
untuk mengetahui
secara das sollen
dan das sein suatu
putusan pengadilan
niaga

Fokus pada
pembatalan
putusan
homologasi debitor
pailit koperasi
ditinjau dari SEMA
No. 1 Tahun 2022

G. KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis terdiri dari konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran dan acuan yang digunakan untuk mencapai
kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Teori hukum dapat digunakan untuk
menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang

relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.

11



Berdasarkan hal tersebut kerangka teori yang digunakan dalam
menganalisis Putusan Homologasi Nomor
238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST dengan adanya Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, antara lain sebagai berikut:

Teori Kepastian Hukum

Perundang-undangan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah
negara hukum. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan
bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui
hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga,
kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Terdapat tiga hal
yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah
satunya adalah asas kepastian hukum.

Kepastian hukum berarti pemberlakuan hukum yang jelas, tetap,
konsisten, dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah oleh situasi
subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan
secara faktual mencirikan hukum. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan
hanya hukum yang buruk, tetapi bukan hukum sama sekali. Kedua sifat
tersebut termasuk keyakinan tentang hukum itu sendiri (den begriff des
Rechts).'"® Hukum adalah keseluruhan aturan dan prinsip yang mengatur

kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga ketertiban. Hukum juga

10

Cst Kansil, et. al, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), him. 385.
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mencakup berbagai langkah dan prosedur yang digunakan untuk memastikan
bahwa aturan berlaku di masyarakat. dimana prosesnya dipaksakan untuk
mencapai keadilan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar
hukum. Kepastian hukum adalah karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari
hukum, terutama dalam hal norma hukum tertulis.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang
berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum ™!

Sedangkan menurut Apeldoorn, kepastian hukum terbagi menjadi dua
yakni: Pertama, terkait dapat dibentuknya hukum dalam hal vang konkrit.
Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam
hak yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti
keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan
hakim.'” Dengan demikian kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi
apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut
karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.
Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut

pelaksanaan hukum dan bahwa tuntutan itu harus dipenuhi.

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka
Berfikir, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), him. 82.
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Selanjutnya menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sebenarnya
lebih yuridis. Namun Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum
sebagai kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu yaitu:

a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.

b. Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut

secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-
aturan tersebut.

d. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka
menyelesaikan sengketa hukum dan;

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.'?

Menurut M. Yahya Harahap, lembaga penegakkan hukum harus menjamin
kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan kehidupan
masyarakat. Ketika ada ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan
dalam kehidupan masyarakat dan akan saling bertindak sesuka hati mereka
sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana
social disorganization atau kekacauan hukum.'*

Teori kepastian hukum sudah umum jika menjadi bagian dari suatu
hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum yang

tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan maknanya, dan

B Ibid., him. 85.
14 M. Yahya Harahap, Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan
Penuntutan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 76.
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tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman untuk perilaku setiap orang.
Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam
hal norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna
karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman untuk perilaku setiap
orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum.

Dengan mempertimbangkan uraian tentang kepastian hukum di atas, dapat
disimpulkan dalam kepailitan memerlukan adanya suatu kepastian dan
kepastian itu sendiri harus memberikan kejelasan bagi kreditor dan debitor,
sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda, tidak kontradiktif, dan
dapat dilaksanakan. Untuk menghindari keraguan, hukum harus tegas dan
terbuka sehingga semua orang dapat memahaminya. Kepastian hukum ini
menjadi perangkat hukum suatu Negara yang memberikan kejelasan dan
keamanan dalam menangani kepailitan, menjamin hak dan kewajiban setiap
warga Negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada dan undang-undang

kepailitan yang berlaku.'?

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah yuridis normatif
yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teoritis,

filosofis, dan menganalisis analisis penentuan pelanggaran kepada

15 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup

Berlakunya Ilmu Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3.
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korporasi yang melaksanakan aksi korporasi berupa akuisisi yang diduga

melewati ambang batas.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terbagi
menjadi 3 (tiga), yakni pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).

Pertama, pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu metode
penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu meninjau peraturan hukum
yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. !¢

Kedua, pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
cara menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi
permasalahan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.
Metode ini menggunakan contoh kasus yang telah terjadi di masyarakat
untuk mempelajari aturan hukum yang dapat diterapkan.

Ketiga, pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan cara menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna
yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Pendekatan konseptual
digunakan untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam
pelaksanaan putusan homologasi namun dalam pelaksanaannya tidak

dapat dilaksanakan sepenuhnya maka dapat diupayakan pembatalan

16

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.
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homologasi oleh Kreditor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU namun dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2022 menyebutkan
Permohonan Pernyataan Pailit terhadap koperasi hanya dapat diajukan
oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

perkoperasian.

. Bahan Hukum
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka bahan
hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier.
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat
mengikat. Terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
(“UUD NRI 1945”)

2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU K-
PKPU”)

3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No. 1 Tahun 2022”)

4) Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst

b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang

bersifat menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:
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1) Jurnal Ilmiah
2) Artikel Ilmiah
3) Berita yang berkredibilitas
4) Penelitian terdahulu, dan lain-lain
c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum pelengkap
guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi:
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2) Kamus Hukum/ Black Law Dictionary

3) Ensiklopedia Indonesia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan
cara logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum
kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.
Penggunaan metode duduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor
(pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor
(bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu

kesimpulan atau conclusion.

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya
ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi

atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan
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dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui sinkronisasinya,

kelayakan dan pengajuan gagasan-gagasan nilai-nilai baru.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I berisikan deskripsi yang komperhensif dengan menguraikan
tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka/ orisinalitas, kerangka teori, metode penelitian dan

sistematika penulisan tesis.

BAB II menguraikan secara lebih komprehensif teori-teori yang akan
digunakan untuk dijadikan pisau analisis permasalahan mengenai mengkaji
dan menganalisis mengenai pembatalan putusan homologasi debitor pailit
koperasi ditinjau dari SEMA No. 1 Tahun 2022 dan penyelesaian kasus
Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst bagi para kreditor

dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2022.

BAB III berisikan uraian analisis mengenai pembatalan putusan
homologasi debitor pailit koperasi ditinjau dari SEMA No. 1 Tahun 2022 dan
penyelesaian kasus Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt

Pst bagi para kreditor dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2022.

BAB IV berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas

permasalahan yang diteliti.
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BAB 11
KOPERASI, KEPAILITAN, DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH

AGUNG

A. KOPERASI

1. Umum

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari: Cooperation (Latin), atau
Cooperation (Inggirs), atau Co-operatie (Belanda), dalam Bahasa Indonesia
diartikan sebagai bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama,
merupakan koperasi.!” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata
Koperasi berarti perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para
anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga
murah (tidak bermaksud mencari untung).'® Sedangkan Koperasi menurut
Dr. C.R Ray, dalam bukunya yang berjudul Cooperation at Home and
Abred, pada tahun 1908 mendefinisikan sebagai berikut:!'’

“An Association for the purposes of joint trading, originating among
the weak and conducted always in an unselfish spirit on such term that
all who are prepared to assume the duties of membership shara in its

reward in proportion to the degres in which they make use of their
association.”

17 Edilius dan Sudarsono, Koperasi dalam Teori dan Praktik, Ctk. Pertama, Rineka Cipta,

Jakarta, 1993, him. 1.

18 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Koperasi, terdapat dalam
https://kbbi.web.id/koperasi, Diakses terakhir tanggal 28 November 2024 pukul 18:09 WIB.
19 Edilius dan Sudarsono, Op.Cit, hlm. 9.
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Kemudian menurut Henry Campbell Blacks, dalam Black’s Law
Dictionary mendefinisikan koperasi atau cooperative sebagai:

“A corporation or association organized for purpose of rendering
economics services, without gain to itself, to shareholders or members
who own and control its. Type of business that is owned by its member-
customers.

Cooperatives vary widely in character and in the manner in which
they function. They have been classified along functional lines as
follows: (a) consumer cooperatives (including customer stores,
husing cooperatives, utility cooperatives, and health cooperatives),
(b) marketing cooperatives; (c) business purchasing cooperatives; (d)
workers’ productive cooperatives; (e) financial cooperatives (such as
the credit unions, mutual savings bank, savings and loan association,
and production credit association); (f) insurance cooperations; (g)
labor unions, (h) trade associations, and (i) self-help cooperatives.
The required form for a cooperative may differ in different states, e.g.
unincorporated association, cooperative association, nonprofit
corporation.”

Kemudian dalam kongresnya yang ke-100 di Manchester tahun 1995,
International Cooperative Aliance (ICA) telah mengesahkan ICA
Cooperative Identity Statement (ICIS) dan mendefinisikan koperasi
sebagai:?’

“An autonomous association of persons united voluntarily to meet
their common economic, social, and cultural needs and aspirations
through a jointly-owned and democratically controlled enterprise.”
Secara umum yang dimaksud koperasi adalah suatu badan usaha
bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka

yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas

20 Andjar Pachta W., et al, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan

Modal Usaha, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 15.
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dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.?! Berdasarkan
regulasi di Indonesia koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

22 Dari beberapa pengertian yang telah

berdasar atas asas kekeluargaan.
disebutkan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi bukan merupakan
kumpulan modal melainkan kumpulan orang yang berdasar atas
perikemanusiaan dan bukan atas kebendaan semata.

Koperasi dalam memberikan pelayanan harus berdaya guna dan praktis
sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memerlukan biaya yang
banyak serta diharapkan mempu untuk mensejahterakan para anggotanya
dimana hal tersebut sesuai dengan fungsi dan peran koperasi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkoperasian. Fungsi dan peran
koperasi sepertt membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, kemudian berperan sera
secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat, kemudian memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai

sokogurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan

21

G. Kartasapoetra, et al, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1.

22

Pasal 1 butir 1 UU Perkoperasian.
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perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kemudian prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat
dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan
prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus
sebegai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Dimana keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis,
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas
terhadap modal, dan kemandirian.

Beberapa bentuk simpanan koperasi diantaranya simpanan wajib,
simpanan pokok, simpanan cadangan, dan simpanan sukarela. Dalam hal
sistem keanggotaan koperasi berbeda dengan badan hukum lain, dikarenakan
semua anggota dalam koperasi disebut sebagai pemilik sehingga anggotanya
mempunyai dua peran sekaligus. Dimana tata kelola koperasi bergantung pada
anggota dan pengurus koperasi, untuk itu koperasi bukan badan hukum yang
berfokus pada orientasi mencari keuntungan, seperti halnya badan hukum
lainnya sehingga kepailitan koperasi harus dihindari tetepi jika anggota menilai
penyertaan modalnya tidak berguna dan cenderung disalahgunakan oleh
pengurus koperasi seperti halnya dalam perkara ini, maka tentu upaya hukum
kepailitan merupakan langkah tepat dan terakhir yang harus ditempuh untuk

dapat memperjuangkan modal yang telah disertakan.
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Pailit merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis “failite” diartikan
sebagai kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda istilah yang
digunakan yakni “failliet”, sedangkan dalam hukum Anglo America,
regulasinya dikenal dengan nama Bankcruptcy Act. Menurut Munir Fuady,
pailit yakni suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor agar
dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta
tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. Kepailitan
menurut Pasal 1 butir | UU K-PKPU merupakan sita umum atas kekayaan
debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator

di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

. Dasar Hukum Koperasi

Peraturan koperasi yang pertama di Hindia Belanda adalah Verordening
op de Cooperative Verenigingen Stb. 431 Tahun 1915, pemerintah Hindia
Belanda mengatur koperasi dikarenakan hadirnya gerakan Budi Utomo dan
Serikat Islam yang mana merupakan awal dari periode kebangkitan
nasional, hal tersebut lah yang membuat kekhawatiran pemerintahan Hindia
Belanda. Dalam Verordening op de Cooperative Verenigingen Stb. 431
Tahun 1915, koperasi didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan orang-
orang, di mana orang tersebut diperbolehkan untuk keluar masuk sebagai
anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran para
anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu sistem

penghidupan atau pekerjaan, atau secara bersama-sama menyediakan alat
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perlengkapan atau bahan-bahan untuk keperluan mereka, atau secara
memberikan uang muka atau kredit.??

Kemudian pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan khusus
untuk rakyat Hindia Belanda yakni Regeling Inlanndsche Cooperation
Verenigingen Stb. 91 Tahun 1927 dimana peraturan koperasi yang khusus
untuk orang asli Hindia Belanda ini tidak tunduk pada BW dan Wvk
melainkan tunduk pada Hukum Adat. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1925
peraturan mengenai koperasi di Belanda diganti, yang mana menjadi dasar
berlakunya peraturan Verordening op de Cooperative Verenigingen Stb.
431 Tahun 1915, maka pada tanggal 1 Maret 1933, Verordening op de
Cooperative Verenigingen Stb. 431 Tahun 1915 di Hindia Belanda, diganti
dengan Algemene Regeling op de Cooperative Verenigingen Stb. 108 Tahun
1933, dimana secara umum tidak berbeda antara kedua peraturan tersebut.

Koperasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-
undangan. Seperti hal nya UUD NRI 1945, lebih tepat nya Pasal 33 UUD
NRI 1945 yang mengharapkan Koperasi memegang peran yang sangat
penting disamping badan usaha milik negara dan perusahaan perseorangan
guna mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.>* Pengakuan Koperasi
yang tercantum dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang

menyatakan:?’

23 Andjar Pachta W., et al, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan

Modal Usaha, Op. Cit., hlm. 49.

24 Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Ctk. Ketiga,
Rineka Cipta, Jakarta, 1998, him. 46.

25 Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945.
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“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi
dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.
Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan. Bangun Perusahaan yang sesuai dengan itu
ialah Koperasi.”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
merupakan dasar hukum Koperasi setelah UUD NRI 1945, namun
kemudian dicabut serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang juga dikenal dengan nama
Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967. Pencabutan tersebut
dikarenakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
mengandung pemikiran yang hendak menempatkan fungsi dan peranan
Koperasi sebagai abdi langsung daripada politik, sehingga mengabaikan
Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.?®

Kemudian pada tahun 1992 disempurnakan dan diganti dengan UU
Perkoperasian, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian. Saat ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan MK karena bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan payung hukum Koperasi dikembalikan pada

UU Perkoperasian. Pembatalan tersebut dilakukan MK karena tidak sesuai

dengan esensi susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan

26

Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
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berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD

NRI 1945.%7

3. Fungsi, Peranan Dan Prinsip Koperasi

Fungsi dan peran Koperasi tercantum dalam Pasal 4 UU Perkoperasian,
yakni:

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat;

c. memperkokoh perekonomia rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai
sokogurunya;

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi tertuang dalam Pasal 5 UU Perkoperasian. Prinsip

Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam

kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut

Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebegai

27 Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 28/PUU-X1/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
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gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.?® Sedangkan berdasarkan

Pasal 5 ayat (1) dan (2), Prinsip Koperasi adalah:

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai beriku

a)

b)

©)

d)

t: 20

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, mengandung makna
bahwa menjadi anggota tidak boleh dipaksakan siapapun dan
bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari
Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar Koperasi,

pengelolaan dilakukan secara demokratis, menunjukkan bahwa
pengelolaan Koperasi dilakukan alas kehendak dan keputusan
para anggota. Para anggota itulah yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam Koperasi;

pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, hal ini
dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki
seseorang dalam Koperasi, namun juga berdasarkan perimbangan
jasa usaha terhadap Koperasi;

pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pada
dasarnya modal dalam Koperasi digunakan untuk kemanfaatan

anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan;

28
29

Penjelasan Pasal 5 UU Perkoperasian.

1bid.

28



e) kemandirian, mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa
tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan

kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula
prinsip Koperasi sebagai berikut:

a) pendidikan perkoperasian;

b) kerja sama antar Koperasi.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1), prinsip Koperasi merupakan esensi
dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan
jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.
Sedangkan ayat (2), untuk pengembangan diri Koperasi dengan
melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan

perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi.

4. Pembentukan Koperasi

Bentuk badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) atau 3 (tiga)
sektor. Pada umumnya di negara lain hanya terdapat 2 (dua) sektor usaha
yakni; pertama, sektor usaha yang diselenggarakan oleh swasta dan kedua,
diusahakan oleh pemerintah. Koperasi dalam hal ini dikelompokkan
kedalam usaha swasta. Namun, di Indonesia mengelompokkan kegiatan
usaha menjadi 3 (tiga) sektor yang terdiri atas usaha swasta, usaha

pemerintah dan koperasi.*

30 Usman Moonti, Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi, Ctk. Pertama, Interpena,

Yogyakarta, 2016, hlm. 101.
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Kegiatan usaha di Indonesia, secara lebih terperinci terdiri atas:

a. Perusahaan perorangan;

b. Persekutuan yang terdiri atas persekutuan firma dan persekutuan

komanditer;

c. Perseroan terbatas;

d. Perusahaan Negara dan perusahaan daerah; dan

e. Koperasi.’!

Tabel 1.1 Perbedaan Masing-Masing Bentuk Badan Usaha dalam Berbagai

Dimensi
Dimensi Perorangan Firma PT Koperasi
Pengguna Bukan Umumnya | Umumnya Anggota/umum
jasa pemilik bukan Bukan
pemilik pemilik
Pemilik usaha | Individu Sekutu Pemegang Anggota
usaha Saham
Yang punya | Tidak perlu | Para sekutu | Pemegang Anggota
hak suara saham biasa
Pelaksanaan | Tidak perlu | Biasanya Menurut Satu anggota
voting menurut besarnya satu suara dan
besarnya saham yang | tidak boleh
modal dimiliki diwakilkan
penyertaan | melalui
RUPS
Penentuan Orang yang | Para sekutu | Direksi Pengurus
kebijaksanaan | bersangkutan
Balas jasa Tidak Tidak Tidak Terbatas
terhadap terbatas terbatas terbatas
modal
Penerima Orang yang | Para sekutu | Pemegang Anggota sesuai
keuntungan bersangkutan | secara saham secara | jasa/partisipasi
proporsional | proporsional
U Ibid.
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Yang Pemilik Para sekutu | Pemegang Anggota
bertanggung saham (sejumlah
jawab (sejumlah modal ekuitas)
terhadap saham yang

ganti rugi dimiliki)

Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi
merupakan badan usaha di Indonesia. Badan usaha Koperasi dapat
berbentuk badan hukum dan memperoleh status badan hukum setelah akta
pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.*> Sedangkan Koperasi memiliki
dua bentuk yakni; pertama, berbentuk Koperasi Primer atau kedua,
Koperasi Sekunder.

Bentuk Koperasi terdapat dalam Pasal 15 UU Perkoperasian. Koperasi
Primer merupakan Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-
seorang.>® Sedangkan, Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.’* Pasal 6 UU Perkoperasian
menentukan bahwa Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit duapuluh
orang.>*> Kemudian untuk pendirian Koperasi Sekunder harus didirikan oleh
paling sedikit tiga Koperasi Primer.

Para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian
Koperasi. Jika Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta

pendiriannya disahkan oleh pemerintah (Kemenkop UKM), maka

Pasal 9 UU Perkoperasian.

Pasal 1 angka 3 UU Perkoperasian.

Pasal 1 angka 4 UU Perkoperasian.

Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Revisi Kedua, Ctk. Ketiga

Revisi Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 233.
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pengesahan akta pendirian tersebut diberikan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan
akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*®

Berbeda dengan paragraf diatas, jika permintaan pengesahan akta
pendirian Koperasi tersebut ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan
kepada para pendiri secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Kemudian, terhadap penolakan
pengesahan akta pendirian tersebut pendiri mengajukan permintaan ulang
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
Selanjutnya bahwa keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang
diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya
pengajuan permintaan ulang.?’

Koperasi yang telah mendapatkan status badan hukum dapat diartikan
menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Maka dalam hal
ini dapat dengan jelas diketahui siapa yang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas jalannya Koperasi. Apabila suatu perbuatan
dilakukan untuk dan atas nama badan hukum Koperasi maka perbuatan
tersebut dilihat sebagai perbuatan Koperasi itu sendiri. Hal ini menyebabkan

tanggung jawab nya jatuh terhadap harta kekayaan badan hukum tersebut.

Sesuai dengan pendapat Prof. Ridwan Khairandy yang menyatakan badan

36
37

Pasal 10 UU Perkoperasian.
Pasal 11 UU Perkoperasian.
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hukum adalah badan yang independen yang terlepas dari pendiri dan

anggota badan hukum tersebut.*®

5. Perangkat Koperasi

Perangkat organisasi Koperasi antara UU Perkoperasian atau Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 sama-sama menentukan bahwa perangkat
Koperasi terdiri atas:*

a. Rapat Anggota
Pasal 22 UU Perkoperasian rapat anggota merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, rapat anggota memiliki wewenang
menetapkan:*
1) Anggaran Dasar;
2) kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha
Koperasi;
3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
4) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi,
serta pengesahan laporan keuangan;
5) pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan
tugasnya,
6) pembagian sisa hasil usaha;

7) penggabungan, peleburan, dan pembubaran Koperasi.

38 Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta,
2014, him. 7.

39 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok ... Op. Cit, him. 241.

40 Pasal 23 UU Perkoperasian.
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Pengambilan keputusan Rapat Anggota diatur dalam Pasal 24 UU
Perkoperasian. Keputusan Rapat Anggota diambil secara muyawarah
guna mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan
cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
voting atau suara terbanyak. Setiap anggota dalam melakukan
pemungutan suara hanya memiliki satu suara. Hak suara dalam
Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan
mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi secara
berimbang.*!

Rapat Anggota berhak untuk meminta keterangan dan
pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas terkait pengelolaan
Koperasi.*? Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun. Selanjutnya Rapat Anggota untuk mengesahkan
pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun buku lampau.*®?

Selain melakukan Rapat Anggota yang sebagaimana disebutkan
dalam paragraf diatas, apabila dalam keadaan yang mengharuskan
adanya keputusan segera serta wewenangnya ada pada Rapat Anggota
maka Koperasi juga dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa. Rapat
Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota

dan atau keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam

41 Pasal 24 UU Perkoperasian.
42 Pasal 25 UU Pekoperasian.
43 Pasal 26 UU Perkoperasian.
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Anggaran Dasar. Pada dasarnya wewenang dari Rapat Anggota Luar
Biasa sama dengan wewenang Rapat Anggota.** Penyelenggaraan
Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa terkait dengan

persyaratan, tata cara, dan tempat diatur dalam Anggaran Dasar.*

. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Masa jabatan
Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan
nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Persyaratan
untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.*®
Tugas Pengurus diatur dalam Pasal 30 UU Perkoperasian, yakni:

1) Mengelola Koperasi dan usahanya;

2) Mengajukan rencana-rencana Kerja serta rancangan rencana
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

3) Menyelenggarakan Rapat Anggota;

4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara
tertib; dan

6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

44
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Pasal 27 UU Perkoperasian.
Pasal 28 UU Perkoperasian.
Pasal 29 UU Perkoperasian.
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Selanjutnya Pengurus berwenang untuk mewakili Koperasi di
dalam dan di luar pengadilan. Pengurus juga memiliki wewenang untuk
memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta
pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Selanjutnya juga berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi
kepentingan serta kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung
jawabnya. Pengurus juga memiliki wewenang terkait dengan keputusan
Rapat Anggota.*’

Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberikan
wewenang serta kuasa untuk mengelola usahanya. Apabila Pengurus
berencana untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan
tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
Hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi
merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.*3

Disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Perkoperasian bahwa
Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Sedangkan
Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Pengelola tidak mengurangi
tanggung jawab Pengurus.* Karena pada intinya Pengurus bertanggung
jawab terkait dengan segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan

usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.>

47
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50

Pasal 30 ayat (2) UU Perkoperasian.
Pasal 33 UU Perkoperasian.
Pasal 32 UU Perkoperasian.
Pasal 31 UU Perkoperasian.
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c. Pengawas

Pengawas sesuai dalam Pasal 38 UU Perkoperasian dipilih dari
dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Oleh karena itu Pengawas
bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat
dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam
Anggaran Dasar.

Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi serta membuat
laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Serta pengawas juga
memiliki wewenang untuk meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan
mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus

merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.”!

B. KEPAILITAN

1. Umum

Pailit merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis “failite”
diartikan sebagai kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda istilah
yang digunakan yakni “faillief”, sedangkan dalam hukum Anglo America,
regulasinya dikenal dengan nama Bankcruptcy Act.>> Menurut Munir Fuady,
pailit yakni suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor agar

dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta

1 Pasal 39 UU Perkoperasian.
52 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, UMM Press, Malang, 2012,
hlm. 4.
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53 Kepailitan

tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.
menurut Pasal 1 butir I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU)
merupakan sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim

Pengawas.>*

. Dasar Hukum Kepailitan

Dengan adanya pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa
negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Setelah
berlakunya Faillissements Verordening (Fv) S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.
348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan,
yakni dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-
Undang No. 4 Tahun 1998 (UU K-PKPU Tahun 1998).

UU K-PKPU Tahun 1998 diberlakukan secara resmi pada tahun 1998,
undang-undang ini menggantikan Fv karena memiliki kekurangan dan
ketidakjelasan terminologi hukum. Ketidakjelasan Fv menimbulkan multi
tafsir di tingkat Pengadilan Niaga atau di Mahkamah Agung. Terminologi

yang tidak jelas dan multi tafsir tersebut melahirkan putusan-putusan pailit

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

Kartono, Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hIm.
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yang mengundang persebatan, seperti halnya kasus ModernLand Thk yang
dipailitkan oleh perorangan mengusung tentang definisi utang serta jumlah
utang yang layak ditagih. >°

UU K-PKPU Tahun 1998 terkesan mengarahkan debitor yang tidak
mampu membayar utang-utangnya dalam menempuh jalur likuidasi dari
pada menempuh PKPU, hal ini sekaligus memberi debitor kesempatan
untuk memperbaiki kinerja perusahaannya.’® Hal tersebut menimbulkan
stigma negatif tentang kepailitan yang masih melekat pada masyarakat
Indonesia. Kepailitan juga sering disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk
menyelesaikan sengketa perdata (wanprestasi atau perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad)) yang pada dasarnya dapat diselesaikan
melalui gugatan di Pengadilan Negeri.

Banyaknya penyalahgunaan instrumen kepailitan dan ketidakjelasan
terminologi hukum seperti dalam paragraf sebelumnya, hal tersebut menjadi
salah satu pertimbangan untuk merevisi UU K-PKPU Tahun 1998. UU K-
PKPU Tahun 1998 yang telah berlaku selama 6 (enam) tahun, pada tahun
2004 tepatnya tanggal 18 Oktober resmi dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku di Indonesia hingga saat ini. Munculnya Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (UU K-PKPU) merupakan pengganti undang-undang kepailitan

terdahulu.

55

Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Ctk. Pertama, Sinar Grafika,

Jakarta, 2018 hlm. 42.

56

Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang, debitor, kreditor dan Pihak-Pihak

Berkepentingan dalam Kepailitan, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 107.
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3. Asas dan Tujuan Kepailitan

Asas-asas kepailitan dan PKPU sebagaimana dalam Penjelasan Umum
UU K-PKPU merupakan penyempurnaan dari dua Undang-Undang
sebelumnya. Dalam UU-PKPU ini, harapan untuk menyelesaikan masalah
utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif termasuk ke dalam asas
integrasi, selengkapnya asas-asas itu sebagai berikut:’
a. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan merupakan asas yang disatu pihak terdapat
ketentuan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan
lembaga kepailitan oleh debitor tidak jujur ataupun kreditor yang tidak
beritikad baik. Suatu undang-undang kepailitan harus dilandaskan pada
asas guna memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak
terkait dan berkepentingan dengan kepailitan. Asas keseimbangan ini
sebenarnya telah mencakup prinsip adil.
b. Asas Kelangsungan Usaha
Dalam UU K-PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan
perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan atau
dilanjutkan usahanya. Sarana yang dapat digunakan untuk

kelangsungan usaha ini dalam konteks kepailitan yakni PKPU. Karena

dapat diajukan baik sebelum permohonan pernyataan pailit terhadap

37 Sutan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan, Ctk. Ketiga, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 32.
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debitor maupun ketika berlangsung pemeriksaan atau permohonan
pernyataan pailit.

Asas Integrasi

Asas Integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan
materil merupakan satu kesatuan dari sistem hukum perdata serta
hukum acara perdata. UU K-PKPU memiliki cakupan yang lebih luas
baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses
penyelesaian utang piutang. Cakupan tersebut sangat diperlukan karena
adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat
sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai
sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil,
cepat, terbuka dan efektif.

. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis

UU K-PKPU hendaknya dapat mendorong meningkatnya investasi dan
pasar modal, terutama ditujukan kepada pelaku bisnis dan investor
asing, serta mendapat kemudahan untuk memperoleh kredit dari luar
negeri, dengan ratifikasi terhadap Perjanjian Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO) dapat mendorong liberalisasi di bidang perdagangan
barang dan jasa. UU K-PKPU harus dapat memuat asas-asas dan

ketentuan-ketentuan yang dapat diterima masyarakat internasional.
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c.

Asas memberi manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor
dan Debitor

UU K-PKPU hendaknya dapat memberikan perlindungan yang
seimbang kepada kreditor serta debitor, diharapkan kreditor
mendapatkan pembayaran utang-utangnya dari debitor dengan mudah
dan mendapatkan akses terhadap harta benda debitor yang dinyatakan
pailit kerena tidak mampu membayar utang-utangnya, tanpa merugikan
pihak-pihak lainnya.

Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap
Debitor Yang Masih Solven

Menurut asasnya pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepada debitor
(tidak mampu membayar utang) lebih 50% dari jumlah seluruh
utangnya, sedangkan debitor memiliki tagihan utang kepada debitor
lain melebihi 50% jumlah utangnya maka keadaan tersebut tidak dapat
dijadikan alasan untuk mengajukan pailit terhadap debitor termohon
pailit. Seorang debitor dapat diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan
pailit jika debitor telah berhenti membayar utang-utangnya, keadaan
tersebut merupakan sudah dalam keadaan insolvensi karena debitor
benar-benar tidak mampu membayar utang-utangnya. Oleh karena itu
untuk menentukan keadaan keuangan debitor benar-benar tidak mampu
membayar utangnya hanya dapat ditentukan dengan financial audit atau

financial due diligence.
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g. Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui Oleh Para Kreditor
Mayoritas
Pengajuan kepailitan oleh kreditor dapat diajukan akan tetapi apakah
debitor dapat dinyatakan pailit hendaknya mendengarkan sikap dan
mendapat persetujuan dari kreditor lain melalui rapat kreditor. Putusan
pailit hendaknya mendapat persetujuan kreditor terutama kreditor yang
memiliki sebagian besar piutangnya, sehingga kepailitan menjadi
kesepakatan bersama antara debitor dengan para kreditornya.

h. Asas Keadaan Diam (Standstill atau Stay)
UU K-PKPU secharusnya memberlakukan keadaan diam secara
otomatis serta diberlakukan sejak kepailitan didaftarkan di pengadilan.
Langkah tersebut dapat melindungi kepentingan para kreditor dari
upaya-upaya debitor untuk berlaku tidak jujur dan menimbulkan
kerugian bagi kreditor. Dalam keadaan ini seharusnya juga tidak
dilakukan peletakan sita terhadap harta debitor agar memberikan
perlindungan untuk tidak diganggu kreditornya.

1. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan
UU K-PKPU sejatinya memberikan kedudukan istimewa kepada
kreditor pemegang hak jaminan kebendaan namun tidak sepenuhnya
dilaksanakan karena ada tenggang waktu selama 90 hari bagi kreditor

menunggu untuk melakukan pelelangan harta jaminan tersebut.
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j-

Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan

UU K-PKPU membatasi lamanya proses kepailitan di semua tingkat
peradilan, keadaan tersebut memberikan kepastian tenggang waktu atau
lamanya proses kepailitan di pengadilan. Kelemahan UU K-PKPU
yakni tidak memberikan tenggang waktu yang jelas kepada kurator
untuk melaksanakan pemberesan harta pailit sehingga memberikan
kesan hukum kepailitan tidak memberikan kepastian pasca putusan
pailit.

Asas Proses Putusan Pailit Terbuka Untuk Umum

Asas ini bertujuan agar semua pihak yang berkepentingan dengan
kepailitan tersebut mengetahui debitor dalam keadaan pailit, karenanya
proses dan putusan pailit harus dapat diakses dan terbuka untuk umum.
Asas Pengurus Perusahaan Debitor Yang Mengakibatkan Perusahaan
Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi

Pengelolaan perusahaan tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang
yang profesional, sehingga banyak campur tangan kepentingan pribadi.
Hal tersebut membuat banyaknya perbuatan yang melanggar ketentuan
hukum dan merugikan keuangan perusahaan. Hendaknya ketentuan
kepailitan memuat ketentuan yang menyatakan bahwa pengelolaan
perusahaan dengan tidak benar menjadi tanggung jawab pengurus

perusahaan.
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m. Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil

Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor Yang Masih Memiliki Usaha
Yang Prospektif

Hukum kepailitan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk
menyelesaikan utang-utang debitor dengan menyatakan pailit,
hendaknya ada tindakan-tindakan pengadilan yang mendahului putusan
pailit untuk memberikan kesempatan kepada debitor termohon pailit
melakukan restrukturisasi utang sehingga memungkinkan debitor

kembali dalam keadaan mampu membayar utang.

. Asas yang Merugikan Harta Pailit adalah Tindak Pidana

Hukum kepailitan seharusnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan
pidana terhadap debitor yang melakukan kecurangan dan melakukan
pelanggaran ketentuan kepailitan, yang merugikan kepentingan
kreditor ataupun harta pailit, kreditor yang bersekongkol dengan
debitor sehingga merugikan kreditor lainnya, sanksi pidana terhadap
debitor yang melakukan adanya kreditor fiktif dalam proses kepailitan.

Selanjutnya penulis akan membahas sedikit terkait tujuan utama dari

hukum kepailitan (bankruptcy law) yakni:>®

a. Memberikan kesempatan terhadap debitor untuk berunding dengan

kreditor guna melakukan restrukturisasi utang baik dengan

penjadwalan kembali pelunasan utang debitor.

58

Tami Rusli, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ctk. Pertama, Universitas Bandar Lampung

(UBL) Press, Lampung, 2019, him. 40.
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. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh haknya
sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.

Menjamin pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor
sesuai dengan asas pari passu pro rata parte.

. Memastikan kreditor yang memiliki tagihan terhadap debitor pailit
dengan melakukan pendaftaran kreditor.

Memastikan kebenaran jumlah serta keabsahan piutang para kreditor
dengan cara verifikasi.

Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik agar
penagihan piutang melalui likuidator atau kurator setelah debitor
dinnyatakan pailit.

. Melindungi kreditor dari debitor yang hanya menguntungkan kreditor
tertentu.

. Melindungi para kreditor dari sesama kreditor.

Mencegah debitor melakukan perbuatan yang dapat merugikan
kepentingan para kreditor.

Menegakkan ketentuan Actio Pauliana.

. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya telah
mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk

sehingga mengalami keadaan insolvensi.
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4. Akibat Hukum Kepailitan

Akibat hukum kepailitan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 64
UU K-PKPU yang berlaku bagi semua subjek hukum tanpa membedakan
status hukumnya sebagai perorangan atau badan hukum.>® Secara umum
akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

a. Dari ketentuan Pasal 21 UU K-PKPU tersebut jelas bahwa yang
dikenakan sebagai harta pailit dan berada di bawah sita umum hanyalah
harta milik debitor perorangan atau harta bersama jika debitor menikah
dengan percampuran harta bersama.

b. Semua perikatan yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak
lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut
menguntungkan harta pailit.

c. Debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai
kekayaannya sejak pukul 00.00 pada hari putusan pailit diucapkan.

d. Actio Pauliana, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor
pailit yang berkaitan dengan harta pailit dilakukan setelah tanggal
putusan pailit dan mengakibatkan kerugian harta pailit memiliki
konsekuensi batal demi hukum, karena debitor pailit dianggap tidak lagi
cakap untuk melakukan tindakan pengurusan atas harta bendanya.

e. Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga merupakan putusan

serta-merta (uitvoorbaar bij vorraad).

59 Elyta Ras Ginting, Loc. Cit.
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5. Pengurusan Harta Pailit

a. Perdamaian
Berdasarkan UU K-PKPU, persetujuan kreditor masih dijadikan
dasar bagi Pengadilan untuk menetapkan PKPU. Jumlah suara untuk
menyetujui PKPU sama dengan penerimaan rencana perdamaian dalam
kerangka PKPU. Pertama, persetujuan dari /2 jumlah kreditor konkuren
yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat
kreditor, yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan
yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya
yang hadir dalam rapat.®® Kedua, persetujuan lebih dari % jumlah
kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang
hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari
kreditor tersebut kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.®!
b. Insolvensi dan Pemberesan harta kepailitan
UU K-PKPU secara implisit menganut pendekatan going concern
untuk menentukan keadaan insolven. Dalam ketentuan Pasal 184 ayat
(1) huruf a dan b jo. Ayat (2) UU K-PKPU yang mengatur kapan
kurator dapat melakukan likuidasi harta pailit tanpa izin dan bantuan
dari debitor pailit, dapat disimpulkan bahwa kelangsungan usaha

debitor pailit menjadi salah satu alasan untuk tidak melikuidasi seluruh

60 Pasal 281 ayat (1) huruf a UU K-PKPU.
61 Pasal 281 ayat (1) huruf b UU K-PKPU.
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harta pailit yang dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung
kelangsungan usaha debitor pailit, sementara harta pailit telah insolven
dikarenakan upaya perdamaian yang diajukan oleh debitor ke pada para
kreditornya untuk mengakhiri kepailitan tidak tercapai.®®> Berdasarkan
ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa harta debitor baru dikatakan
pailit jika harta debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar
utang. Keadaan tidak mampu membayar utang ini dinamakan
insolvensi.
Rehabilitasi

Dalam penjelasan Pasal 215 UU K-PKPU, rehabilitasi merupakan
pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit melalui
putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah
memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan apabila kepailitan itu
sudah berjalan dengan baik sampai pada tingkat terakhir yakni
insolvensi dan semua kreditor telah mendapat pelunasan utang secara
penuh. Memulihkan nama baik bekas debitor pailit seperti dalam
keadaan semula atau sebelum dijatuhi putusan kepailitan bertujuan agar
di masa mendatang debitor pailit mendapat kepercayaan kembali dari

mitranya.®’
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Elyta Ras Ginting, Op. Cit. hlm 123.
Letezia Tobing, Perbedaan Antara Kepailitan dengan PKPU, terdapat dalam

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t50c3529a6061f/perbedaan-antara-kepailitandengan-
pkpu, Diakses terakhir tanggal 5 Desember 2024. pukul 15.24 WIB.
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C. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)

1. Umum

Pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif
tertinggi di Indonesia dan diberikan kewenangan yang sangat luas dalam
menjalankan berbagai tugas dimana memiliki dampak terhadap sistem
peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Kewenangan tersebut secara
tegas diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 24A dalam UUD NRI 1945.
Lebih lanjut kewenangan yang diberikan mencakup seperti halnya
mengadili perkara-perkara tingkat kasasi, melakukan peninjauan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, dan
memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.®*

Mahkamah Agung dalam hal ini memiliki kewenangan mengeluarkan
peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum bagi
kelancaran jalannya peradilan. ® Kemudian Mahkamah Agung juga dapat
menetapkan peraturan-peraturan mengenai aspek yang diperlukan untuk
memastikan tidak adanya kekosongan hukum dalam suatu undang-undang
agar terjamin kelancaran jalannya peradilan.®® Oleh karena itu Mahkamah
Agung dapat menghasilkan berbagai produk hukum yang berperan dalam

menentukan tata cara, pedoman dan panduan bagi hakim, pengadilan, dan
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Munawaroh, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA,
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Penjelasan Umum angka 2 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.
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Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
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pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah satu produk hukum
dalam konteks ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan pedoman atau
panduan bagi para hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai
interpretasi resmi terkait dengan penerapan hukum di bidang tertentu,
termasuk salah satunya perselisihan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang sebagai bagian dari kamar perdata khusus. SEMA
memiliki sifat sebagai peraturan kebijakan dengan beberapa alasan, dilihat
dari bentuknya SEMA tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan
peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan
Perundang-Undangan memiliki bagian yang tidak terpisahkan seperti
Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup.’’ Bagian-bagian
tersebut yang tidak tertuang dalam SEMA sehingga dari segi bentuk formal
dapat disimpulkan SEMA bukanlah sebuah Peraturan Perundang-
Undangan.

Kemudian menurut Prof. Jimly Asshidiqie penamaan “Surat Edaran”
diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation. Dimana hal
tersebut jika dilihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum
keberlakuan tiap-tiap surat edaran, maka SEMA merupakan peraturan

kebijakan.® Dengan demikian SEMA merupakan peraturan kebijakan

Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Ctk. Dua Puluh Tiga, Kanisius, Yogyakarta,

2020, hlm. 157.

Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2010, hlm. 393.
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dikarenakan obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera, dan
pejabat dalam lingkungan peradilan yang disebut sebagai badan atau pejabat

administrasi.

. Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Awal mulanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibentuk
berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950
tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung
Indonesia. Mahkamah Agung juga mengawasi tingkah-laku perbuatan
(pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-
pengadilan. Kemudian guna kepentingan jawatan maka untuk itu
Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan
petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-
pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun
dengan surat edaran.

Kemudian menurut Bagir Magnan, SEMA dapat digolongkan sebagai
peraturan kebijakan atau beleidsregel. Peraturan kebijakan atau
beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules merupakan peraturan yang
dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada
peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan
berdasarkan wewenang yang timbul dari freiesermessen yang dilekatkan

pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang
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dibenarkan hukum.® Sedangkan peraturan kebijakan tersebut berfungsi
sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-
undangan. Peraturan kebijakan seperti halnya hukum bayangan dari
undang-undang sering disebut sebagai psudowetgeving atau peraturan
perundang-undangan semu.’®

Dasar hukum SEMA selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang No.
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-
Undang Mahkamah Agung) sebagai dasar atau keberlakuan SEMA. Lebih
lanjut sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung
memberikan kewenangan atau rule making power kepada Mahkamah
Agung. Kewenangan tersebut diberikan agar Mahkamah Agung dapat
menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam
suatu Undang-Undang. Kemudian dalam penjelasan Pasal 79 Undang-
Undang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Mahkamah Agung diberikan
kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi
kekosongan atau kekurangan hukum. Oleh karena itu Mahkamah Agung
dalam mengeluarkan suatu peraturan dibedakan dengan peraturan yang

disusun oleh pembentuk undang-undang.”!

69 Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Ctk. Pertama, FH UII Press,
Yogyakarta, 2014, hlm. 145.

70 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi, Ctk. Tigabelas, Rajawali Press,
Jakarta, 2018, him. 181.

m Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum
Positif Di Indonesia”, Brawijaya Law Student Journal, Universitas Brawijaya Malang, 2014, hlm.
9.
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3. Kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikelompokkan sebagai

salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu

lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana Pasal 7 jo.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang,
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

oo

2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan

hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

1.

Jenis  Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang penulis

sebutkan diatas, SEMA berkedudukan dibawah undang-undang, dan tidak

setara atau lebih tinggi daripadanya. SEMA hanya berkekuatan mengikat
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dalam lingkungan peradilan. Namun di Indonesia kekuatan hukum SEMA

dapat bermacam-macam tergantung pada faktor yang mempengaruhinya,

seperti halnya beberapa pertimbangan penting tentang kekuatan hukum

SEMA dibawah ini:"

a. Status Hukum SEMA
SEMA memiliki berbagai macam status hukum, seperti halnya
beberapa SEMA memiliki status hukum yang mengikat, sehingga
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. SEMA
seperti ini harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sistem peradilan di
Indonesia. Namun, terdapat SEMA yang memiliki status hukum yang
lebih rendah dan hanya berfungsi sebagai panduan atau petunjuk.

b. Kesesuaian dengan Undang-Undang
Kekuatan hukum SEMA sangat bergantung pada sejauh mana SEMA
tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada. Sedangkan SEMA
yang bertentangan dengan undang-undang ataupun konstitusi dapat
dianggap tidak sah, dan putusan hukum yang didasarkan pada SEMA
semacam ini dapat diperdebatkan.

c. Pengaruh pada Putusan Hukum
Suatu SEMA dapat mempengaruhi bagaimana majelis hakim dalam
memutus ataupun mengadili suatu perkara. SEMA dapat digunakan

sebagai panduan atau rujukan oleh majelis hakim dalam

2 Maulana Ridho Al Fasil dkk, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam
Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan
Hukum”, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2, Oktober, 2023, him. 234.
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mempertimbangkan suatu perkara sebelum mengambil keputusan
hukum tertentu. Akan tetapi pengaruh SEMA tergantung pada seberapa
keterkaitannya suatu SEMA dengan perkara yang sedang diadili pada
pengadilan tersebut.

. Pengaruh terhadap Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

SEMA memiliki dampak yang signifikan dalam sistem peradilan di
Indonesia terutama dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan
kepastian hukum. Agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum,
SEMA dapat dijadikan sebagai panduan atau rujukan oleh majelis
hakim dalam menemukan hukum, menerapkan hukum, meningkatkan
kepastian hukum dan memastikan keadilan. Kekuatan hukum SEMA
juga berperan penting dalam menjaga prinsip-prinsip hukum yang
penulis sebutkan diatas. Maka dari itu, SEMA yang jelas, konsisten, dan
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dapat mendukung keadilan dan
kepastian hukum. Sebaliknya, SEMA yang multi tafsir atau bermasalah
dapat mengganggu prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian,
penyusunan suatu SEMA yang sesuai dan pemahaman yang mendalam
sangat penting dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.
Penerimaan oleh Masyarakat Hukum

Kekuatan hukum SEMA juga dipengaruhi oleh bagaimana penerimaan
masyarakat hukum, termasuk hakim, pengacara, jaksa, dan pihak-pihak
terkait lainnya. Jika suatu SEMA tidak dimengerti oleh masyarakat

hukum, tentu hal ini menyebabkan dampak implementasi di lapangan.
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Seperti halnya, jika terdapat perbedaan pendapat terkait interpretasi
tethadap SEMA, hal tersebut berpotensi  menimbulkan
ketidakkonsistenan dalam penerapan SEMA. Oleh itu, Mahkamah
Agung harus memastikan bahwa SEMA dirumuskan dengan jelas dan
dapat dipahami oleh masyarakat hukum.
f. Reformasi Hukum dan Amandemen SEMA

Perubahan SEMA seiring waktu dapat dilakukan melalui reformasi
hukum atau amandemen. Adapun perubahan dalam undang-undang
atau kebijakan hukum dapat memerlukan pembaharuan SEMA untuk
mencerminkan perubahan tersebut. Namun ada beberapa alasan kenapa
Mahkamah Agung saat ini banyak menerbitkan PERMA dan SEMA
dikarenakan beberapa faktor, termasuk perubahan pasca reformasi,
peningkatan jumlah perkara, tuntutan masyarakat, dan perkembangan
teknologi. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas

sistem peradilan di Indonesia.

4. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam kerangka
sistem peradilan Indonesia mejadi isu yang mendalam dan penting dalam
diskursus akademis dan hukum. Peraturan atau regulasi wajib memiliki
struktur dan konsisten sehingga pedoman tersebut dapat dipahami dengan
baik oleh pengguna. Bahkan norma hukum dan kebijakan seringkali tampak
membingungkan, setidaknya dari sudut pandang formal. Maka dari itu,
pendekatan substantif merupakan keputusan yang lebih obyektif dimana
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melaluinya dapat dinilai apakah termasuk kriteria hukum atau tatanan
kebijakan.”?

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memang
benar diatur pembentukan SEMA, namun berdasarkan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menyebutkan sebagian besar ketentuan SEMA merupakan
peraturan kebijakan. Oleh karena itu, SEMA termasuk dalam kategori
peraturan perundang-undangan dan mengikat secara hukum.”

Berikut penulis sampaikan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan
untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan, sebagai
berikut:

1) Hanya SEMA yang memenuhi unsur Pasal 79 Undang-Undang
Mahkamah Agung yang dapat dikategorikan dalam herarki peraturan
perundang-undangan;

2) Dalam hal pengesahan, SEMA yang berlaku di tingkat nasional di
seluruh wilayah Indonesia, SEMA lebih tinggi dari Peraturan Daerah
(PERDA) kecuali SEMA menjelaskan atau menyebutkan PERDA;

3) Dalam hal substansi, beberapa SEMA digunakan oleh Mahkamah
Agung sebagai aturan pelaksana dan Keputusan Menteri Hukum dan

HAM ketika Mahkamah Agung masih menggunakan sistem dua atap.
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Namun, tidak dapat disimpulkan bahwa SEMA berada pada tingkat
lebih rendah daripada Peraturan Menteri (PERMEN), karena SEMA
yang dibuat sebagai aturan pelaksana terhadap Peraturan Pemerintah
(PP). Dengan demikian, posisi SEMA dalam hierarki peraturan harus
ditentukan berdasarkan isi dari masing-masing SEMA.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menerangkan peraturan
yang dikeluarkan Mahkamah Agung diakui keabsahannya jika ditentukan
oleh atau dikeluarkan berdasarkan kewenangan atau perintah peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan jelas bahwa perintah tersebut sah
secara hukum dan mengikat. Ketentuan tersebut berkesinambungan dengan
pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Terlebih lagi dalam
Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menegaskan bahwa
Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengatur semua hal yang
diperlukan untuk menjamin terselenggaranya peradilan dengan baik.
Namun jika terdapat kekurangan dalam suatu Undang-Undang, Mahkamah
Agung memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang dapat mengisi
kekosongan hukum tersebut. Undang-Undang Mahkamah Agung juga
memberikan Mahkamah Agung kewenangan untuk memutuskan pedoman
penanganan terhadap perkara yang belum jelas atau tidak diatur sama sekali

oleh peraturan perundang-undangan.”
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D. ASPEK HUKUM ISLAM KOPERASI DAN KEPAILITAN

1. Koperasi dalam Perspektif Islam

Secara etimologi atau menurut bahasa, kata Koperasi berasal dari kata
“cooperation” sedangkan dalam Bahasa Arab berarti “syirkah” yang berarti
ikhtilath yakni suatu perserikatan atau perkongsian.”® Syirkah (koperasi)
secara bahasa dapat diartikan sebagai partisipasi, mengambil bagian,
kerjasama, percampuran atau penggabungan, maksudnya penggabungan
atau percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit
dibedakan antara yang satu dengan lainnya. Syirkah menurut Mahmud
Syaltut seorang ulama pada abad ke-20, merupakan suatu bentuk syirkah
baru yang belum dikenal oleh ahli fiqih terdahulu yang membagi syirkah
menjadi 4 macam, seperti: Syirkah Abdan, Mufawadah, Wujuh, dan Inan.””
Sebagian ulama menganggap syirkah sebagai akad mudharabah yang berarti
suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana satu
pihak menyediakan modal sedangkan pihak lainnya melakukan usaha atas
dasar keuntungan sesuai dengan perjanjian.

Syirkah merupakan bentuk koperasi dalam Islam yang dibolehkan,
dikarenakan koperasi termasuk dalam syirkah ta’awuniyah. Para ulama
figih mendasarkan hal tersebut pada firman Allah SWT dalam Q.S Sad

(38):24 yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang

76 Mardani, Hukum Perikatan Syariah Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
hlm. 163.

7 Norvadewi, “Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat
Tamwil (BMT)”, Mazahib, Vol. 4, No. 2, STAIN Samarinda, 2007, him. 194.
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berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang
lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan
amat sedikitlah mereka ini.”

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa berserikat atau bekerjasama
diperbolehkan asal dalam hal kebaikan, seperti halnya syirkah ta’awuniyah
yang secara bahasa berarti bekerjasama dalam tolong menolong. Hal ini
sesuai dengan amanat dari ayat tersebut yakni hanya orang beriman dan
beramal sholeh yang mampu bekerjasama dalam hal kebaikan tanpa
mendzalimi pihak lain.

Berdasarkan ketentuan hukum islam di atas jelas bahwa koperasi boleh
dilaksanakan karena sama sekali tidak bertentangan. Tidak hanya
berpedoman terhadap hukum islam, namun juga harus sesuai dengan
peraturan pemerintahan serta peraturan agama. Bahkan banyak koperasi
yang memberikan manfaat bagi para anggotanya yang pada dasarnya kelas
menengah ke bawah.”®

Syirkah memiliki syarat sah yang terdiri dari akad (ijab gobul), dua
pithak yang berakad (agidaini), serta objek akad (ma’qudalayni). Disni
penulis mencoba untuk menjelaskannya satu persatu. Pertama, akad (ijab
qgobul) yakni dapat berbentuk ucapan yang menunjukkan tujuan.
Dikarenakan akad dianggap sah jika diucapkan atau ditulis. Kedua, pihak

yang berakad (agidaini) yakni diwajibkan bahwa para pihak harus

Kamaludin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam

(Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttagqien Parung Bogor), Skripsi, terdapat

dalam https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7277/1/Kamaludin-
FSH_NoRestriction.pdf, Diakses terakhir tanggal 7 Desember 2024. pukul 17.11 WIB.
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kompeten dalam memberikan atau diberikan kuasa perwakilan. Ketiga,
objek akad (ma’qudalayni) yakni dana atau modal yang digunakan harus
uang tunai, emas, perak atau yang mimiliki nilai setara. Apabila modal
tersebut merupakan asset perdagangan, properti, ataupun lisensi, paten dan
sebagainya harus dinilai terlebih dahulu secara tunai serta para pihak
menyepakati. ”°
Syirkah dalam Islam memiliki 5 macam yakni syirkah al- ‘inan, syirkah
al-Abdan, syirkah al-Muwafadah, syirkah al-Wujuh, dan syirkah
Mudarabah. Penulis akan menjelaskan masing-masing dari 5 macam
syirkah sebagai berikut:
a. Syirkah al-‘Inan
Syirkah al- ‘Inan merupakan kontrak kerja sama antara dua orang atau
lebih yang telah menetapkan persekutuan hak fasarruf dalam suatu
modal dengan sistem keuntungan secara persentase (misalnya 50% dari
totalitas modal dan tidak bisa ditentukan secara fisik) dan kerugian
ditanggung bersama.
b. Syirkah al-Abdan
Syirkah al-Abdan merupakan bentuk kerja sama guna melakukan
sesuatu serta menghasilkan sebuah karya. Dengan melakukan hal

tersebut mereka mendapatkan upah dan membaginya sesuai dengan
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Sharah Rahayu, Konsep Koperasi Taqiyyuddin Al-Nabhani Dalam Perspektif Hukum Islam,
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kesepatan para pihak, contohnya tukang batu, tukang kayu, tukang besi
untuk membangun sebuah gedung.

Syirkah al-Muwafadah

Syirkah al-Muwafadah merupakan dimana para anggotanya memiliki
kesamaan dalam segi modal, aktifitas utang-piutang, dari berdirinya
syirkah hingga berakhir. Masing-masing pihak menyerahkan kepada
mitranya untuk mengelola modal secara bebas. Dalam hal ini mitra
bebas mengoperasikan berbagai aktifitas keuangan atau kerja.

. Syirkah al-Wujuh

Menurut Ibnu Qudamah syirkah al-Wujuh merupakan kerjasama yang
dilakukan dua pihak dengan modal dari pihak luar tanpa keduanya
memiliki modal uang sama sekali. Kemudian mereka membagi
keuntungan bersama, jual beli semacam ini tentu dibenarkan oleh
hukum Islam.

Syirkah Mudarabah

Syirkah Mudarabah atau girad merupakan kerjasama usaha antara
badan dengan harta. Maksudnya penyerahan harta ke pihak lain guna
dikelola dalam suatu usaha dengan ketentuan, keuntungan yang
diperoleh akan dibagi dua sesuai dengan syarat yang telah
diperjanjikan. Ketika terjadi kerugian dalam syirkah mudarabah,
kerugian tersebut secara khusus dibebankan pada harta dan tidak

dibebankan kepada pengelola.
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2. Kepailitan dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi, pinjam meminjam merupakan sesuatu yang biasa
dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Namun, meminjam dengan pinjaman
yang terlalu besar tidaklah di anjurkan dalam Islam. Sedangkan pinjam
meminjam yang berkaitan dengan harta dengan tujuan kemaslahatan
diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT
dalam Q.S Al-Baqarah (2):283 yang artinya “Jika kamu dalam perjalanan
(dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;
dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

Ayat di atas mengimplementasikan bahwa siapa pun yang telah
mencapai kesepakatan dengan orang lain, namun belum mendapatkan pihak
yang dapat digunakan sebagai perwalian atau jaminan, sebaiknya
menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada pemberi utang agar

pemberi utang dapat tenang dan orang yang memiliki utang mampu
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melunasinya.®’ Jika orang yang memiliki utang berada dalam keadaan tidak
mampu membayar utang baru dapat dikatakan pailit.

Kata pailit dalam Bahasa Arab yakni “falasa” (kata kerja), “aflas”, dan
“fuluus”. Seseorang dapat dikatakan pailit jika sebelumnya ia memiliki uang
(dirham) banyak kemudian uang tersebut habis. Dalam kamus al-Muhiith,
al-Falasa memiliki bentuk jamaknya yakni “aflasa” dan “fuluusan,” berarti
apabila seseorang dikatakan pailit jika ia tidak mempunyai harta lagi. Pada
intinya adalah perubahan seseorang dari kehidupan yang tadinya mudah
menjadi kehidupan yang susah karena ia tidak mempunyai harta, dan hakim
menetapkannya sebagai orang yang pailit.5!

Pengertian pailit menurut ahli hukum islam terbagi menjadi 3, yakni:
pertama, kondisi seorang debitor yang tidak dapat membayar utangnya
secara lazim; kedua, dikatakan pailit karena jumlah utangnya jauh melebihi
jumlah hartanya atau seseorang yang seluruh hartanya tidak cukup untuk
membayar utangnya; ketiga, kepailitan merupakan larangan yang
dikeluarkan seorang hakim terhadap debitor pailit untuk tidak mengelola
hartanya, seperti di dalam rahn atau harta seseorang yang menjadi jaminan
atas perikatannya.®?

Terkait dengan permohonan pernyataan pailit dalam hukum Islam tidak

jauh terletak perbedaannya, yakni permohonan pernyataan pailit dapat
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diajukan oleh debitor atau kreditor. Dalam hukum kepailitan Islam,
permohonan pernyataan pailit dapat disampaikan oleh seorang kreditor atau
lebih, dimana hak para kreditor terletak pada harta debitor. Dalam buku Siti
Anisah dengan judul “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor
dalam Hukum Kepailitan Indonesia”, Al-Buhuti berpendapat tidak sah
apabila hakim mengumumkan putusan pailit tanpa adanya permohonan dari

pemilik hak, yakni kreditor.*?

8 Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Buhuty, Kashshaf al-Qina’ ‘an Matn al-Igna’, dikutip dari
Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia,
Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, him. 369.
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BAB III
Analisis Putusan Homologasi Nomor
238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST dengan adanya Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

A. Pembatalan Putusan Homologasi Debitor Pailit Koperasi Ditinjau Dari

SEMA No. 1 Tahun 2022

Dalam pembahasan kali ini mengenai homologasi, debitor wajib
memenubhi isi dari perjanjian perdamaian tersebut namun dalam hal ini banyak
ketentuan dalam perjanjian perdamaian yang tidak dilaksanakan oleh debitor.
Perjanjian perdamaian yang telah disepakati pada umumnya harus berjalan
sesuai dengan sebagaimana mestinya namun apabila kreditor yang merasa
perjanjian perdamaiannya tak terpenuhi maka kreditor dapat mengajukan
upaya hukum pembatalan perjanjian perdamaian.

Berdasarkan Pasal 170 ayat 1 UU K-PKPU maka kreditor dapat menuntut
pembatalan suatu perjanjian perdamaian yang telah disahkan, apabila debitor
lalai memenubhi isi perjanjian perdamaian tersebut. Sebagaimana dalam Pasal
171 UU K-PKPU dimana tuntutan pembatalan perjanjian perdamaian wajib
diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU K-PKPU untuk
permohonan pernyataan pailit. Maka dari itu pembatalan putusan homologasi
dapat dimohonkan untuk permohonan pernyataan pailit. Mengigat tidak
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terpenuhi kewajiban debitor untuk melaksanakan homologasi berdasarkan UU.
Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 291 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan
perdamaian. Ayat (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan
perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit. Upaya pembatalan
perdamaian pasca adanya SEMA no 1 thn 2022 maka memembatasi legal
standing dalam pengajuan tersebut.

Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 pada bagian sub-bab Perdata Khusus
huruf a tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang poin
nomor | menyatakan “Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya
dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
perkoperasian”. Dengan demikian permohonan pailit hanya dapat diajukan
oleh Menteri Koperasi.

Kendala kreditor yang ada saat ini dalam mengajukan upaya hukum
pembatalan perdamaian terbentur dengan SEMA No. 1 Tahun 2022, jelas ini
tidak sesuai dengan UU K-PKPU. Karena Undang-Undang tersebut
menyatakan dalam Pasal 170 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “maka
kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan
apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut” sedangkan dalam
SEMA No. 1 Tahun 2022 Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya

dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
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perkoperasian. Maka dapat kita jumpai perbedaannya dan dapat disimpulkan
bahwa UU K-PKPU menyebutkan kreditor dapat mengajukan pembatalan
perdamaian yang nantinya akan dilanjutkan dengan upaya hukum permohonan
pailit sedangkan SEMA No. 1 Tahun 2022 menyebutkan Permohonan
Pernyataan Pailit terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) yang harus
ditaati bagi seluruh anggota mahkamah agung. Mengutip Bagir Manan,
peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun
materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi
atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari freies
ermessen yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu
tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis.
Dengan demikian, pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni ditujukan
kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk
memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan
dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, karena SEMA sebagai diskresi yang
digolongkan sebagai peraturan kebijakan, maka substansinya harus sekedar
bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur
pelaksanaan tugas yang lebih bersifat administrasi.

Dalam asas memberi manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi
Kreditor dan Debitor, UU K-PKPU hendaknya dapat memberikan

perlindungan yang seimbang kepada kreditor serta debitor, diharapkan kreditor
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mendapatkan pembayaran utang-utangnya dari debitor dengan mudah dan
mendapatkan akses terhadap harta benda debitor yang dinyatakan pailit kerena
tidak mampu membayar utang-utangnya, tanpa merugikan pihak-pihak
lainnya. Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2022 menjadi hambatan bagi
kreditor dalam mengajukan pembatalan homologasi koperasi. Perlu dibahas
bahwa dalam penelitian ini adanya ketidaksesuaian antara SEMA No. 1 Tahun
2022 dengan UU K-PKPU. Awal mulanya SEMA dibentuk berdasarkan
ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan,
Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah
Agung juga mengawasi tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-
pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan. Kemudian guna
kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi
peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu
dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik
dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Status Hukum SEMA,
SEMA memiliki berbagai macam status hukum, seperti halnya beberapa
SEMA memiliki status hukum yang mengikat, sehingga memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan undang-undang. SEMA seperti ini harus dipatuhi
oleh semua pihak dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, terdapat SEMA
yang memiliki status hukum yang lebih rendah dan hanya berfungsi sebagai
panduan atau petunjuk. Kesesuaian dengan Undang-Undang, Kekuatan hukum
SEMA sangat bergantung pada sejauh mana SEMA tersebut sesuai dengan

undang-undang yang ada. Sedangkan SEMA yang bertentangan dengan
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undang-undang ataupun konstitusi dapat dianggap tidak sah, dan putusan

hukum yang didasarkan pada SEMA semacam ini dapat diperdebatkan.

Pengaruh terhadap Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum, SEMA
memiliki dampak yang signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia terutama
dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Agar
terciptanya keadilan dan kepastian hukum, SEMA dapat dijadikan sebagai
panduan atau rujukan oleh majelis hakim dalam menemukan hukum,
menerapkan hukum, meningkatkan kepastian hukum dan memastikan
keadilan. Kekuatan hukum SEMA juga berperan penting dalam menjaga
prinsip-prinsip hukum yang penulis sebutkan diatas. Maka dari itu, SEMA
yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dapat
mendukung keadilan dan kepastian hukum. Sebaliknya, SEMA yang multi
tafsir atau bermasalah dapat mengganggu prinsip-prinsip tersebut. Dengan
demikian, penyusunan suatu SEMA yang sesuai dan pemahaman yang
mendalam sangat penting dalam menjaga integritas sistem peradilan di
Indonesia.

Penerimaan oleh Masyarakat Hukum, Kekuatan hukum SEMA juga
dipengaruhi oleh bagaimana penerimaan masyarakat hukum, termasuk hakim,
pengacara, jaksa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jika suatu SEMA tidak
dimengerti oleh masyarakat hukum, tentu hal ini menyebabkan dampak
implementasi di lapangan. Seperti halnya, jika terdapat perbedaan pendapat

terkait interpretasi terhadap SEMA, hal tersebut berpotensi menimbulkan
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ketidakkonsistenan dalam penerapan SEMA. Oleh itu, Mahkamah Agung
harus memastikan bahwa SEMA dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami
oleh masyarakat hukum.

Kedudukan SEMA dalam kerangka sistem peradilan Indonesia mejadi isu
yang mendalam dan penting dalam diskursus akademis dan hukum. Peraturan
atau regulasi wajib memiliki struktur dan konsisten sehingga pedoman tersebut
dapat dipahami dengan baik oleh pengguna. Bahkan norma hukum dan
kebijakan seringkali tampak membingungkan, setidaknya dari sudut pandang
formal. Maka dari itu, pendekatan substantif merupakan keputusan yang lebih
obyektif melaluinya dapat dinilai apakah termasuk kriteria hukum atau tatanan
kebijakan.3*

Oleh karena itu, Surat Edaran tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum,
apalagi sampai mengesampingkan undang-undang yang berlaku. Namun,
dalam praktiknya sering dijumpai Surat Edaran yang justru diperlakukan
seolah-olah mengungguli undang-undang, padahal hal tersebut jelas tidak
diperbolehkan. Asas lex superior derogat legi inferiori menegaskan bahwa
peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki hukum harus
diutamakan daripada peraturan di bawahnya. Artinya, peraturan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini

sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang

8 Prasetya, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, JOM Fakultas
Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1, 2020, hlm. 11-12.
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menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus disusun
berdasarkan hierarki tertentu.

Dalam konteks ini, Surat Edaran bukanlah norma hukum maupun
peraturan perundang-undangan yang diakui, sehingga tidak dapat dijadikan
sebagai dasar hukum yang kedudukannya melebihi undang-undang. Penerapan
asas lex superior derogat legi inferiori pada Surat Edaran menjadi penting
karena sifatnya yang bukan beschikking maupun regeling, melainkan hanya
berupa beleidsregel yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
Oleh sebab itu, apabila penerapan Surat Edaran justru mengabaikan atau
bertentangan dengan asas tersebut, hal ini jelas melanggar prinsip hierarki
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya tidak dapat
dibenarkan.

Kedudukan Surat Edaran semakin jelas jika ditinjau dari dua hal pokok:
pertama, Surat Edaran tidak termasuk keputusan hukum yang bersifat
mengikat; kedua, Surat Edaran hanyalah produk administratif yang tidak
memiliki dasar hukum yang tegas. Dengan demikian, Surat Edaran pada
dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya berfungsi
sebagai beleidsregel atau pedoman administratif. Oleh karena itu,
penerapannya dalam praktik dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum

yang patut diperhatikan.
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B. Penyelesaian Kasus Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga
Jkt Pst Bagi Para Kreditor Dengan Adanya SEMA No. 1 Tahun 2022

Secara umum Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak
dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya
berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan
hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Berdasarkan regulasi di Indonesia
koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.

Penulis akan mengkaji dan membahas upaya penyelesaian kasus Putusan
Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst bagi para kreditor dengan
adanya SEMA No. 1 Tahun 2022.

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai penyelesaian perkara dalam
Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan relevansinya
dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, terlebih dahulu perlu dijelaskan
mengenai para pihak dalam perkara ini. Pihak yang mengajukan permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah PT Trisula Prima
Agung selaku Pemohon PKPU I dan Perseroan Komanditer Totidio selaku
Pemohon PKPU II. Sedangkan pihak yang dimohonkan dalam perkara ini
adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) sebagai

Termohon PKPU.
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Bahwa PT Trisula Prima Agung (Pemohon PKPU I)
Sementara itu, Perseroan Komanditer Totidio (Pemohon PKPU II)
Dengan tidak dibayarkannya tagihan dari kedua pemohon, maka Termohon PKPU
dianggap telah lalai memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal
224 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, para pemohon
mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Bahwa kemudian Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai
berikut:

Tujuan permohonan PKPU ini pada pokoknya adalah agar Termohon,
yakni Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, dinyatakan berada dalam
PKPU. Proses hukum berjalan dengan serangkaian rapat kreditur. Rapat
pertama diselenggarakan pada 2 September 2020, kemudian dilanjutkan
dengan rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang pada 28 September
2020. Dari proses tersebut, terungkap adanya 58.825 kreditur konkuren
dengan total tagihan mencapai Rp8,87 triliun.

Tim pengurus kemudian menyusun Daftar Piutang Tetap (DPT) dan
memfasilitasi pembahasan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor.
Proses pembahasan dilakukan secara daring karena pandemi Covid-19. Setelah
melalui beberapa kali revisi dan masukan dari kreditur, akhirnya dilakukan
pemungutan suara (voting).

Hasil voting menunjukkan mayoritas kreditur menyetujui Rencana
Perdamaian. Sebanyak 53.350 kreditur (98,42%) yang hadir menyatakan

setuju, mewakili nilai tagihan Rp8,19 triliun (95,21%). Dengan demikian,
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syarat Pasal 281 ayat (1) UU PKPU terpenuhi, yaitu disetujui lebih dari
setengah jumlah kreditur yang hadir dan mewakili lebih dari dua pertiga nilai
tagihan.

Hakim kemudian menimbang bahwa pengesahan rencana perdamaian ini
sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlangsungan usaha Debitor. Dengan
usaha Debitor tetap berjalan, diharapkan pembayaran utang dapat terlaksana
secara lebih adil kepada seluruh kreditur. Oleh sebab itu, pada 9 November
2020, Majelis Hakim memutuskan untuk mengesahkan (homologasi)
Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor menjadi perjanjian perdamaian
yang mengikat bagi seluruh pihak.

Setelah penjabaran kasus diatas dan pembahasan dengan berbagai
pertimbangan yang telah disebutkan diatas, peneliti setuju dan dasar
pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta  Pusat dalam memutus perkara  Nomor:  238/Pdt-Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sudah tepat. Dengan tidak menolak pengesahan
Perdamaian tersebut karena dengan kelangsungan usaha Debitor lebih
diharapkan dapat menjamin pembayaran utang-utangnya kepada Para
Kreditornya secara adil. UU No. 4 Tahun 2023 pasal 201 berbunyi Dalam
rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Undang-Undang ini mengubah
dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 7992 Nomor 116, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841). Selain itu,
Undang-Undang ini juga mempertegas mandat Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi
keuangan. Undang-Undang ini juga menambah kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi
yang bergerak di sektor keuangan. Undang-Undang ini juga menambah
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan. SEMA
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi
pengadilan yang diatur dalam perdata khusus angka 2 berbunyi “Permohonan
Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) yang ijinnya dari Otoritas Jasa Keungan (OJK) hanya

dapat diajukan oleh OJK.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta
kekayaan debitor yang menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, dan hasil

penjualan harta tersebut dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah
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piutang masing-masing kreditor, kecuali ada alasan sah untuk mendahulukan
kreditor tertentu. Dalam hal terjadi pembatasan legal standing dalam pengajuan
pembatalan perdamaian (homologasi) maupun permohonan pailit pasca adanya
SEMA No. 1 Tahun 2022, maka berdasarkan pasal 1131, 1132 KUHPer (BW)
dasar hukum perdata maka hak tagih kreditor tidak hilang dan Berdasarkan
UU. Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 204 berbunyi Setelah daftar pembagian
penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi
terhadap harta Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.
Kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan hanya akan berdampak pada
penyitaan benda, sehingga tidak berdampak pada subyek hukum. UU K-PKPU
secara jelas telah mengatur secara adil untuk kedua belah pihak yakni kreditor
dan debitor. Maka dari itu pengajukan pailit oleh kreditor terhadap debitor yang
diajukan ke Pengadilan Niaga dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan
seperti mempunyai dua atau lebih hutang sudah melampaui jatuh tempo
pembayaran. Dengan demikian hukum kepailitan pada dasarnya merupakan
ranah hukum keperdataan. Dimana kepailitan masuk kedalam kelompok
hukum keperdataan dan memiliki arti merugikan bagi para pihak dimana
penggugat dan tergugat akan sama-sama merasakan kerugian karena koperasi
akan ditutup dan penyertaan modal tidak akan kembali sepenuhnya karena
disesuaikan secara adil dan berimbang.

Kemudian perlu penulis ingatkan bahwa SEMA merupakan pedoman atau
panduan bagi para hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai

interpretasi resmi terkait dengan penerapan hukum di bidang tertentu, termasuk
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salah satunya perselisihan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang sebagai bagian dari kamar perdata khusus. SEMA memiliki sifat sebagai
peraturan kebijakan dengan beberapa alasan, dilihat dari bentuknya SEMA
tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-
undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-Undangan
memiliki bagian yang tidak terpisahkan seperti Penamaan, Pembukaan, Batang
Tubuh, dan Penutup. Bagian-bagian tersebut yang tidak tertuang dalam SEMA
sehingga dari segi bentuk formal dapat disimpulkan SEMA bukanlah sebuah
Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian menurut Prof. Jimly Asshidigie penamaan “Surat Edaran”
diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation. Dimana hal
tersebut jika dilihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum
keberlakuan tiap-tiap surat edaran, maka SEMA merupakan peraturan
kebijakan.  Dengan demikian SEMA merupakan peraturan kebijakan
dikarenakan obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera, dan
pejabat dalam lingkungan peradilan yang disebut sebagai badan atau pejabat
administrasi.

SEMA dapat dikeluarkan untuk berbagai jenis perkara, termasuk dalam
hal ini perkara kepailitan. Dimana SEMA dapat memberikan pedoman bagi
hakim dan pihak-pihak yang berperkara dalam proses kepailitan. Namun,
SEMA tidak dapat mengubah isi dari suatu peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga masih tetap mengacu pada undang-undang yang ada

dalam mengambil suatu keputusan. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang
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Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun

2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang diatur dalam

perdata khusus angka 1 berbunyi “Permohonan Pernyataan Pailit dan

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap

koperasi hanya dapat diajukan Menteri yang membidangi urusan

pemerintahan dibidang perkoperasian.” Dan angka 2 berbunyi “Permohonan

Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) yang ijinnya dari Otoritas Jasa Keungan (OJK) hanya

dapat diajukan oleh OJK.”

Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam kerangka sistem peradilan
Indonesia mejadi isu yang mendalam dan penting dalam diskursus akademis dan
hukum. Peraturan atau regulasi wajib memiliki struktur dan konsisten sehingga
pedoman tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pengguna. Bahkan norma
hukum dan kebijakan seringkali tampak membingungkan, setidaknya dari sudut
pandang formal. Maka dari itu, pendekatan substantif merupakan keputusan yang
lebih obyektif dimana melaluinya dapat dinilai apakah termasuk kriteria hukum
atau tatanan kebijakan.

Koperasi yang telah mendapatkan status badan hukum dapat diartikan menjadi
subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Maka dalam hal ini dapat dengan
jelas diketahui siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya
Koperasi. Apabila suatu perbuatan dilakukan untuk dan atas nama badan hukum

Koperasi maka perbuatan tersebut dilihat sebagai perbuatan Koperasi itu sendiri.
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Hal ini menyebabkan tanggung jawab nya jatuh terhadap harta kekayaan badan
hukum tersebut. Sesuai dengan pendapat Prof. Ridwan Khairandy yang menyatakan
badan hukum adalah badan yang independen yang terlepas dari pendiri dan anggota
badan hukum tersebut. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dimana terlihat jelas
bisa digunakan sebagai pembubaran koperasi dikarenakan koperasi didirikan
berdasar pada kesepakatan bersama guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
Namun jika koperasi mengalami permasalahan dalam perjalanannya maka harus
dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata. Dalam hal terjadi
hambatan dalam pengajuan pembatalan perdamaian (homologasi) maupun
permohonan pailit pasca adanya SEMA No. 1 Tahun 2022, maka berdasarkan pasal
1131, 1132 KUHPer (BW) dasar hukum perdata maka hak tagih kreditor tidak
hilang dan Berdasarkan UU. Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 204 berbunyi Setelah
daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali
hak eksekusi terhadap harta Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.

Kemudian menurut penulis terdapat upaya pembubaran koperasi dimana terdapat
2 (dua) langkah, yang pertama, yakni pembubaran koperasi oleh pemerintah yang
tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, kewenangan pembubaran koperasi
tersebut dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi koperasi. Pembubaran
koperasi dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan koperasi
yang bertujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta

membentuk koperasi yang independen serta untuk semua kalangan masyarakat.
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Langkah yang kedua, yakni pembubaran koperasi karena pailit, penyitaan harta
pailit yang diputuskan oleh hakim dan dilaksanakan pemberesan harta pailit oleh
kurator merupakan pengertian dari kepailitan. Sehingga Pengadilan Niaga sebagai
tempat untuk mengadili dan memutus kepailitan melalui prosedur pengadilan
dimana para anggota tidak bisa menetapkan kepailitan koperasi. Kepailitan
disebabkan oleh koperasi yang hanya berjanji tetapi tidak melakukan pembayaran
kepada anggota oleh karena itu sangat sulit untuk memastikan bahwa tindak lanjut
homologasi tetap berlangsung. Selain itu, kondisi likuiditas yang buruk berdampak
pada ketidakmampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu faktor
pembubaran koperasi dengan memailitkan adalah melindungi harta kekayaan
koperasi dalam mengembalikan atau memenuhi prestasi terhadap anggotanya
dengan membayarkan hutang. Kepailitan terhadap koperasi tercantum dalam UU
K-PKPU tetapi proses kepailitan koperasi tidak diajukan terlebih dahulu mengingat
tujuan awal pendirian koperasi tidak mencari keuntungan seperti badan hukum
lainnya dan dilakukan bersama-sama. Maka dari itu sangat berdampak pada
kelangsungan hidup koperasi dan anggotanya.

Seperti yang telah penulis sampaikan di paragraf sebelumnya SEMA No.
1 Tahun 2022 mengubah ketentuan terkait siapa yang berhak mengajukan
permohonan Pailit atau PKPU terhadap koperasi. Saat ini, yang berhak
mengajukan adalah MENKOPUKM, sementara OJK berhak mengajukan
permohonan bagi koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan. SEMA
dapat dikelompokkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya
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yakni Mahkamah Agung, dan bertujuan sebagai pedoman dan panduan bagi
hakim, pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
Dalam hal kepailitan terhadap koperasi, SEMA Nomor 1 Tahun 2022
memiliki kedudukan yang cukup penting dikarenakan dapat mempengaruhi
proses upaya hukum kepailitan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam
proses tersebut seperti halnya para kreditor. Namun, berdasarkan hierarki
peraturan perundang-undangan kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tetap
dibawah UU K-PKPU, sehingga SEMA Nomor 1 Tahun 2022 harus selalu

diinterpretasikan dan digunakan secara beriringan dengan UU K-PKPU.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kendala kreditor yang ada saat ini dalam mengajukan upaya hukum
pembatalan perdamaian (homologasi) terbentur dengan SEMA No. 1 Tahun
2022, jelas ini tidak sesuai dengan UU K-PKPU. Karena Undang-Undang
tersebut menyatakan dalam Pasal 170 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut
“maka kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah
disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”
sedangkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 mengubah ketentuan terkait
siapa yang berhak mengajukan permohonan Pailit atau PKPU terhadap
koperasi. Saat ini, yang berhak mengajukan adalah MENKOPUKM,
sementara OJK berhak mengajukan permohonan bagi koperasi yang
bergerak di bidang jasa keuangan. Maka dapat kita jumpai perbedaannya
dan dapat disimpulkan bahwa UU K-PKPU menyebutkan kreditor dapat
mengajukan pembatalan perdamaian yang nantinya akan dilanjutkan
dengan upaya hukum permohonan pailit maka sangat jelas ini terlihat
bertentangan dengan SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan yang
harus ditaati bagi seluruh anggota mahkamah agung. Mengigat tidak
terpenuhi kewajiban debitor untuk melaksanakan homologasi berdasarkan
UU. Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 291 ayat (1) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap
pembatalan perdamaian. Ayat (2) Dalam putusan Pengadilan yang
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membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit. Upaya
pembatalan perdamaian pasca adanya SEMA no 1 thn 2022 maka
memembatasi legal standing dalam pengajuan tersebut.

2. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memiliki kedudukan yang cukup penting
dikarenakan dapat mempengaruhi proses upaya hukum kepailitan terhadap
pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut seperti halnya para kreditor.
Namun, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tetap dibawah UU K-PKPU, sehingga SEMA
Nomor 1 Tahun 2022 harus selalu diinterpretasikan dan digunakan secara
beriringan dengan UU K-PKPU. Surat Edaran tidak dapat dijadikan sebagai
dasar hukum, apalagi sampai mengesampingkan undang-undang yang
berlaku. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai Surat Edaran yang justru
diperlakukan seolah-olah mengungguli undang-undang, padahal hal
tersebut jelas tidak diperbolehkan. Asas lex superior derogat legi inferiori
menegaskan bahwa peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam
hierarki hukum harus diutamakan daripada peraturan di bawahnya. Artinya,
peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12
Tahun 2011 yang menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan

harus disusun berdasarkan hierarki tertentu.

B. SARAN
1. Kedepannya seharusnya ada Peraturan Perundang-Undangan yang
menjelaskan secara jelas kedudukan dan fungsi SEMA. Hal ini

85



dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami kedudukan
dan kekuatan hukum SEMA yang dibentuk Mahkamah Agung.

2. Perlunya ada ketentuan dan kepastian hukum terkait penyelesaian
permasalahan PKPU maupun Kepailitan terhadap koperasi yang bermasalah
di Indonesia, karena di Indonesia masih terdapat beberapa peraturan yang
tumpang tindih. Padahal ketentuan ini dibutuhkan dan berpengaruh terhadap

iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
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